
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

   WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa  sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang 
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan
dan antar jenis belanja, keadaan yang meyebabkan sisa lebih 
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan 
dalam Tahun Anggaran 2012 maka perlu dilakukan perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a,  maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh 
Tahun Anggaran 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Sungai Penuh Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor  12  Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999   
Nomor 75, Tambahan   Lembaran   Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota 
Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4871);

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 
5049)

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor  140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor  25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 
21 Tahun 2011  tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah;

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012;

21.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh 
Tahun 2010 Nomor 18);

22.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2012 2010 
(Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 4);

                       Dengan Persetujuan Bersama
                                    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

                      dan
                       WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun  Anggaran 2012 semula 
berjumlah Rp.445.480.386.320,00,- bertambah sejumlah Rp. 1.231.435.092,00,-            Sehingga 
menjadi Rp. 446.711.821.412,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 445.480.386.320,00,-

b. Bertambah/ (berkurang) Rp.      1.231.435.092,00,-         

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 446.711.821.412,00,-

2. Belanja

a. Semula Rp. 557.943.621.012,00,-

b. Bertambah/ (berkurang) Rp.     1.962.832.532,25,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 559.906.453.544,25,-

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp.(113.194.632.132,25,-)



3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 122.463.234.692,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.        731.397.440,25,-

Jumlah pembiayaan setelah perubahan Rp. 123.194.632.132,25,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 10.000.000.000,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.                        0,00,-

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.  10,000.000.000,00,-

Jumlah pembiayaan Neto setelah perubahan Rp.113.194.632.132,25,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp.                        0,00,-      

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1) Semula Rp, 19.612.435.000,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp,      414.273.815,00,-

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp.   20.026.708.815,00,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 386.655.689.024,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. (10.142.206.218,00,-)

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 376.513.482.806,00,-

  

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah
1) Semula Rp.  39.212.262.296.00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.  10.959.367.495,00,-

   Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp.   50.171.629.791,00,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis  
pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp.  4.200.000.000,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.                       0,00,-

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 4.200.000.000,00,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp.  3.000.000.000,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp                        0,00,-

Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00,-

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp.  3.750.000.000,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. (1.542.303.135,41,-)

Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 2.207.696.864,59,-



d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula Rp.  8.662.435.000,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.  1.956.576.950,41,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan
Rp. 10.619.011.950,41,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis  
pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula Rp. 66.126.466.024,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.(10.142.206.218,00,-)            

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 55.984.259.806,00,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 295.529.443.000,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp                           0,00,-

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 295.529.443.000,00,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp.  24.999.780.000,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp                          0,00,-

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 24.999.780.000,00,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah 

1) Semula Rp. 39.212.262.296,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 10,959.367.495,00,-   

Jumlah pendapatan hibah sebelum perubahan Rp. 50.171.629.791,00,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

1) Semula Rp. 8.056.538.296,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 4.938.930.051,00,-

Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 12.995.468.347,00,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

1)Semula Rp. 25.205.224.000,00,-            

2)Bertambah/ (berkurang) Rp.  6.303.493.000,00,-

Jumlah pendapatan Dana Penyesuaian setelah perubahan Rp.31.508.717.000,00,-

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 5.950.500.000,00,-            

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.   (283.055.556,00,-)

Jumlah pendapatan Bantuan Keuangan setelah perubahan  Rp. 5.667.444.444,00,-

Pasal  3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Semula Rp. 229.977.117.248,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.      (334.347.337,75,-)     

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 229.642.769.910,25,-



b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 327.966.503.764,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.     2.297.179.870,00,-            

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 330.263.683.634,00,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
belanja :

a. Belanja Pegawai 

1) Semula Rp. 194.242.602.338,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.     1.817.226.000,00,-           

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 196.059.828.338,00,-

b. Belanja Subsidi   

1) Semula Rp.  342.630.000,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.                    0,00,-

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. .  342.630.000,00,-

c. Belanja Hibah 

1) Semula Rp.   247.500.000,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.  2.305.185.649,00,-  

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 2.552.685.649,00,-

d. Belanja Bantuan Sosial 

1) Semula Rp. 1.500.000.000,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.      14.444.444,00,-      

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 1.514.444.444,00,-

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 11.411.000.000,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.  (6.900.000.000,00,-)

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 4.511.000.000,00,-

f.    Belanja Tidak Terduga 

1) Semula Rp. 22.233.384.910,00,-
2) Bertambah/ (berkurang) Rp.  2.428.796.569,25,-           

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 24.662.181.479,25,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja 

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 42.494.886.821,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp    (869.867.565,00,-)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 41.625.019.256,00,-

b. Belanja Barang dan Jasa 

1) Semula Rp. 87.528.340.303,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp    3.293.830.973,00,-

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 90.822.171.276,00,-



c. Belanja Modal 

1) Semula Rp. 197.943.276.640,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp      (126.783.538,00,-)

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 197.816.493.102,00,-

Pasal  4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 123.194.632.132,25,-          

1) Semula Rp. 122.463.234.692,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp .       731.397.440,25,-

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 123.194.632.132,25,-          

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 10.000.000.000,00,-

1) Semula Rp. 10.000.000.000,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp                         0,00,-

3) Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. siLPA  tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.123.194.632.132,25,-

1) Semula Rp. 122.463.234.692,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.        731.397.440,25,-

Jumlah siLPA tahun anggaran sebelumnya 

setelah perubahan Rp. 123.194.632.132,25,-

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00,-

1) Semula Rp.               0,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.               0,00,-

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp.                      0,00,-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00,-

1) Semula Rp.               0,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.               0,00,-

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Setelah perubahan Rp.                      0,00,-

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00,-

1) Semula Rp.               0,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.               0,00,-

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp.                      0,00,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00,-

1) Semula Rp.               0,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.               0,00,-

Jumlah penerimaan kembali pemberian
Pinjaman setelah perubahan Rp.                     0,00,-

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00,-

1) Semula Rp.               0,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.              0,00,-

Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan Rp.                   0,00,-



(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00,-

1) Semula Rp.               0,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.               0,00,-

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp.                  0,00,-

b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 10.000.000.000,00,-

1) Semula Rp. 10.000.000.000,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.                        0,00,-

Jumlah penyertaan modal (Investasi) daerah

setelah perubahan sejumlah Rp. 10.000.000.000,00,-

c. Pembayaran pokok hutang sejumlah Rp. 0,00,-

1) Semula Rp.                0,00,-

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.            0,00,-

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang

Jatuh tempo setelah perubahan Rp.                  0,00,-

Pasal  5

Program kegiatan yang dibiayai dari dana Transfer  dan sudah jelas peruntukannya dan 
pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan / atau mendesak lainnya yang belum cukup 
tersedia dan / atau belum dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan mendahului 
Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara :

a. Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD dan 
memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan 
kegiatan;

c. Ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau disampaikan dalam 
Laporan Realisasi Anggaran, apabila Daerah telah menetapkan Perubahan APBD, atau 
tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal  6

Pemerintah Daerah dapat menggunakan Dana Tanggap Darurat sesuai dengan keriteria 
keadaan darurat dan mendesak sebagai berikut :

a. Timbul seketika akibat perbuatan seseorang atau sekelompok manusia sehingga 
menyebabkan korban jiwa dan/atau harta benda;

b. Terganggunya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;

c. Berdampak terjadinya konflik berkelanjutan; dan

d. Tragedi yang tidak diharap terulang kembali.

Pasal  7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan  Pemerintahan  Daerah Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,      
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;



4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, 
program dan kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan 
Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 
Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

10.Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lainnya;

11.Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 
diselesaikan dan dianggarakan kembali dalam tahun anggaran ini;

12.Lampiran XII Daftar Dana cadangan daerah; dan

13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal  8

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan  Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2012 sebagai 
landasan operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal  9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 7 Desember 2012

   WALIKOTA SUNGAI PENUH,

                                       ttd

  H. ASAFRI JAYA BAKRI 

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal  7 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SUNGAI PENUH,

                ttd  

H. CANDRA PURNAMA

   
     

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 17 TAHUN 2012        


